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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Hukum acara pidana secara umum bertujuan untuk mencari dan 

mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Maksud dari 

kebenaran materil ialah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 

pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, 

dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan 

suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dalam putusan 

dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah 

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
1
 

 Pengadilan merupakan salah satu tempat bagi para pencari keadilan 

sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan putusan tanpa 

dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Namun demikian, 

batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah 

bebas sebebas-bebasnya tapi dibatasi oleh aturan dan norma.
2
 

  Prinsip tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus 

perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya 

sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan 

kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan 

suatu pembawaan dari peradilan. 
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 Amar putusan pengadilan dalam perkara pidana memiliki nilai atau 

kekuatan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili. Pengertian amar dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perintah, suruhan, dalam aspek hukum 

berarti bunyi putusan sesudah kata mengadili, memutuskan, dan dalam bahasa 

Arab yang telah diserap dalam bahasa Indonesia berarti perintah, amar makruf 

nahi mungkar, perintah untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan larangan 

mengerjakan perbuatan yang keji.  

 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, 

memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili. Putusan pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
3
 

 Setelah majelis hakim selesai musyawarah, maka dalam sidang 

selanjutnya majelis hakim segera membacakan putusannya dengan memanggil 

kembali terdakwa dan penasihat hukum serta penuntut umum.
4
 Adapun yang 

dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 Angka 11 KUHAP adalah 

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang”.  
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 Ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan putusan Lepas Dari Segala Tuntutan 

Hukum adalah: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan 

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”
5
 

 Alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan 

hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan 

karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan 

alasan penghapus pidana. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.
6
 

 Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, 

meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. 

Jika perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. 

Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Perbuatan yang dilakukan 

dalam „keadaan darurat‟ (Pasal 48 KUHP), Perbuatan yang dilakukan karena 

pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), Perbuatan untuk menjalankan 

peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), Perbuatan untuk menjalankan 

perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP). 

 Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, namun orang tersebut 

tidak mampu bertanggungjawab. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah 
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Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang „tidak mampu bertanggung jawab‟ 

(Pasal 44 KUHP), Perbuatan yang dilakukan karena terdapat „daya paksa‟ (Pasal 

48 KUHP), Perbuatan karena „pembelaan terpaksa yang melampaui batas‟ (Pasal 

49 ayat (2) KUHP), Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan 

yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).
7
 

 Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan 

pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya 

perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah 

menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, 

sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Dalam putusan bebas atau putusan lepas, 

yang pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk 

pada ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang 

biasa disebut dengan asas nebis in idem. 

 Sehubungan dengan pembahasan di atas, melalui putusan hakim 

Pengadilan Negeri Suka Makmue, terdapat suatau putusan yang menimbulkan 

kebingungan dalam penerapan hukumnya, yang mana Putusan Pengadilan Negeri 

Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm tersebut, dijelaskan telah terjadi 

penganiayaan yang dilakukan oleh Edi Yanto Bin Mak Syah kepada Rahmatul 

Wahyu Bin Bustami.  

 Saat itu Edi Yanto Bin Mak Syah, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 

sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten 

Nagan Raya, melakukan penganiayaan terhadap Rahmatul Wahyu Bin Bustami 
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dengan cara Terdakwa yang menggunakan tangan kanannya memukul kepala 

Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Rahmatul 

Wahyu merasakan sakit dan pusing dibagian kepalanya. Kemudian Rahmatul 

Wahyu langsung melakukan Visum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan 

ditemukan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan diduga 

diakibatkan karena trauma benda tumpul, sehingga membuat Rahmatul Wahyu 

melaporkan hal tersebut ke Polisi. 

 Atas kejadian tersebut Edi Yanto Bin Mak Syah didakwa oleh penuntut 

umum dengan, tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun 

dalam putusannya majelis hakim memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan 

hukum, dengan pertimbangan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai. 

 Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN 

Skm, ini sangatlah unik dan sangat menarik untuk dikaji secara akademik karena 

putusan yang diberikan oleh hakim diluar daripada apa yang telah diatur dalam 

ketentuan hukum yang berlaku. Kasus di atas perlu dikaji lebih lanjut mengenai 

bagaimana dalam Putusan tersebut terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum. 

 Meskipun dalam putusan tersebut dikatakan bahwa terdakwa dan korban 

telah berdamai, namun sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII Buku I 

Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang peniadaan penuntutan dan 

penghapusan hak menuntut didasarkan pada telah terdapat putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap terhadap tindakan yang sama, terdakwa meninggal 
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dunia, atau perkara telah daluwarsa. Bahwa perdamaian tidak termasuk sebagai 

sesuatu hal yang dapat menghapus pidana, terlebih apabila dalam proses 

pemeriksaan pada tingkat pengadilan.  

 Untuk memecahkan permasalahan di atas diperlukan teori-teori, konsep, 

asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum, selain itu juga diperlukan suatu analisis 

terhadap penerapan hukum dan pembuktian dalam menentukan apakah perbuatan 

terdakwa dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dan 

bagaimana seharusnya daya guna penjatuhan sanksi terhadap kasus di atas. 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka menarik untuk 

dikaji dan diteliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan tesis dengan judul: 

“Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada 

Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan penghapusan pidana putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam KUHP dan KUHAP? 

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 

63/Pid.B/2021/PN Skm? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan penghapusan pidana putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam KUHP dan KUHAP. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Suka Makmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm.  

 Dari rumusan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut : 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manafaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada hukum pidana dan 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang 

akan melakukan penelitian sejenis. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan penelitian ini berguna bagi 

kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat dalam meningkatkan 

pengetahuan hukum. sehingga dapat dipraktekkan dalam bentuk regulasi baik 

yang bersifat institusional (berguna bagi Institusi atau pemerintahan) maupun 

diluar institusi. 

 

D. Keaslian Penelitian 

 Berdasarkan informasi dan penelusuran yang telah dilakukan 

dilingkungan Pascasarjana Magister Hukum Universitas Malikussaleh 

Lhokseumawe Aceh maupun perguruan tinggi lainnya, penelitian dengan judul 
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“Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada 

Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)”, 

belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi ada yang secara 

tidak langsung mempunyai objek penelitian yang hampir sama. 

 Adapun judul-judul penelitian terdahulu yang membahas tentang Analisis 

Yuridis Putusan Terhadap Penerapan Alasan Penghapus Pidana, adalah sebagai 

berikut:  

1. Nofiana Dian K. dengan judul “Analisis Penjatuhan Putusan Bebas 

(Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Marthen Renouw Dalam Tindak Pidana 

Pencucian Uang Bidang Kehutanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri 

Jayapura” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

(2009), dengan hasil penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan terhadap judul penelitian di atas, kesimpulannnya adalah 

bahwa dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwah Marten renew 

dalam tindak pidana pencucian uang, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura 

memiliki dasar pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan yang dilakukan 

oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua 

tidak terbukti.
8
  

Pembeda dari tesis yang akan diteliti dengan penelitian ini yaitu dimana 

dalam penelitian ini lebih mengkaji mendalam terkait pelaksanaan hukum 

pidana formil dalam membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam 

tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan dimana dalam dakwaan 
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primer dan subsidair tidak terbukti. Sedangkan pada penelitian saya 

mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap 

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan 

(Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm). 

2. Ika Ristiana dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas 

(Vrijspraak) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan 

Nomor: 576/PID.B/2010/PN.Mks)” mahasiswa Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2016), dengan hasil 

penelitian: Faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas pada perkara 

tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor : 576/Pid.B/2010/PN.Mks yaitu 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup terbukti menurut 

penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 

menurut ketentuan hukum acara pidana. Hal ini dikarenakan terdakwa tidak 

bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana hasil 

audit BPKP, melainkan yang bertanggungjawab ialah Panitia Pengadaan 

Tanah atau Panitia 9. Hal inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya 

putusan bebas kepada terdakwa M. Sidik Salam.
9
 

Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu 

dimana penelitian ini lebih mengkaji mendalam terkait ketepatan 

penyusunan dakwaan ini dalam perkara putusan 

No.576/Pid.B/2010/PN.Mks dikarenakan sistematika penyusunannya 

dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat 
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ditempatkan pada lapisan pertama atau pada dakwaan primer kemudian 

tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan pada 

lapisan kedua atau pada dakwaan subsidair dilihat dari hukum pidana formil 

yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara 

mendalam terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari 

Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 

63/Pid.B/2021/Pn Skm). 

3. Serenity Deliver Refisis dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Putusan 

Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 63 

K/Pid/2007)” mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 

Medan (2010), dengan hasil penelitian: Dasar pertimbangan hakim 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak sesuai dengan ketentuan dalam 

sistem penjatuhan putusan yakni berdasarkan sistem pembuktian negatif 

yang dianut KUHAP, sedangkan dasar pertimbangan hakim Pengadilan 

Tinggi telah sesuai dengan sistem penjatuhan putusan yang diatur, demikian 

juga dengan dasar pertimbangan Hakim Agung di Mahkamah Agung, telah 

sesuai dengan ketentuan penjatuhan putusan yakni dengan menjatuhkan 

putusan yang menguatkan putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Medan. 

Keterbatasan publikasi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung 

serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang putusan yang mengatur 

batas waktu untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi, menyebabkan 

terdakwa tidak dapat menerima ganti rugi dalam bentuk apapun, serta tidak 



11 
 

 

 

dapat menikmati rehabilitasi sehubungan tidak ada yang mempublikasikan 

selain pengumuman penetapan dalam papan pengumuman di pengadilan.
10

 

Pembeda dari penelitian saya dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian 

ini lebih mengkaji mendalam terkait Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana 

Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 63 K/Pid/2007)”. Sedangkan pada 

penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim 

Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana 

Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm). 

4. Muhammad Renno Aldianto dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap 

Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus 

Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN)” mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (2021), dengan rumusan 

hasil penelitian : Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

kesesuaian antara putusan bebas dalam Putusan 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-

MDN dengan KUHAP adalah telah sesuai yakni dalam Pasal 191 KUHAP 

ayat (1). Sebab dalam proses persidangan, hakim PT menemukan fakta 

bahwa putusan quo tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan. Atas pertimbangan hakim, maka terdakwa dinyatakan bebas. 

Namun tidak lepas dari pidana turut serta melakukan tindak pidana 

korupsi.
11
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Pembeda dari penelitian yang sedang dikaji dengan penelitian ini yaitu 

dimana penelitian ini lebih mengkaji mendalam terkait Putusan Hakim 

Mengenai Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi 

Kasus Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN)”. Sedangkan pada 

penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim 

Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana 

Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm). 

5. Cecep Priyayi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim 

Mengenai Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26/Pid/2019/PN.Mdl)” 

mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera  Utara Medan (2021), dengan hasil penelitian : 

Analisis yuridis terhadap putusan hakim lepas dari segala tuntutan hukum 

pada putusan pengadilan negeri mandailing natal nomor: 

26/pid/2019/Pn.Mdl, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang 

didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan putusan 

hakim tersebut dan setelah dianalisis secara yuridis maka dapat dilihat 

bahwa terdapat kekeliruan dalam putusan hakim tersebut, hal ini disebabkan 

tidak terdapatnya beberapa alasan istimewa ataupun pemaaf dalam diri 

terdakwa, maka seharusnya hakim memutus terdakwa terbuki melakukan 
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tindak pidana dan menjalani pidananya sesuai dengan putusan akhir (vonis 

hakim).
12

 

Pembeda dari penelitian saya dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian 

ini lebih mengkaji mendalam terkait Putusan Hakim Mengenai Putusan 

Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Mandailing Natal Nomor. 26/Pid/2019/PN.Mdl)”. Sedangkan pada 

penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim 

Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana 

Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm). 

6. Mardongan, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas 

(Vrijspraak) Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Hibah Bantuan Sosial 

Yang Dilakukan Oleh Yayasan (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Banda 

Aceh No.55/Pid.SusTPK/2014/PN.BNA), Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara (2009), dengan hasil penelitian: Korupsi yang 

sangat memprihatinkan di Indonesia ialah, penyalahgunaan dana hibah 

bantuan sosial, yang dimana seharusnya dana hibah bantuan sosial tersebut 

diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek tata laksana 

ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, 

pengawasan, dan pertanggungjawaban. Permasalahan seperti ini lah yang 

kerap kali di manfaatkan oleh para koruptor untuk menyalahgunakan 

anggaran dana hibah dan bantuan sosial yang berasal dari APBD tersebut. 
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 Cecep Priyayi “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Putusan Lepas 

Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor. 

26/Pid/2019/PN.Mdl)” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021. 
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Pembeda dari penelitian saya dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian 

ini lebih mengkaji mendalam terkait pemidanaan pelaku tindak pidana 

korupsi dana bansos ditinjau dari hukum pidana materiil yang dilanggar, 

serta dikaji dengan kesesuaiaannya terhadap aturan-aturan yang menetapkan 

dan merumuskan perbuatan tindak pidana korupsi dana Bansos yang dapat 

dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan 

pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan dalam kasus 

ini. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait 

Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan 

Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn 

Skm). 

7. Ni Nengah Adiyaryani, tesisnya yang berjudul Upaya Hukum Kasasi Oleh 

Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, dengan hasil 

penelitian: Ide dasar pembentuk undang-undang sehingga tidak 

memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum 

kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak), adalah bahwa dalam hal ini 

pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) berorientasi pada “hak 

kebebasan” yang dimiliki oleh tiap orang yang merupakan Hak Asasi 

Manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh 

dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Dalam konteks ini bahwa 

terhadap putusan bebas (vrijspraak) tersebut tidak boleh dimohonkan upaya 
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hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung oleh 

karena pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) menerapkan ide-

ide pemikiran yang menganggap bahwa putusan bebas yang diberikan oleh 

pengadilan negeri kepada terdakwa, merupakan suatu hak yang diperoleh 

terdakwa dan tidak boleh diganggu gugat.
13

 

Pembeda dari penelitian saya dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian 

ini lebih mengkaji mendalam terkait ide dasar pembentuk undang-undang 

sehingga tidak memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan 

upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Sedangkan pada penelitian 

saya mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap 

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan 

(Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm). 

 Jika dilihat pada penelitian terdahulu di atas bahwa permasalahan yang 

diutarakan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Jadi dengan 

demikian, penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan 

ilmiah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, dan objektif dalam 

menemukan kebenaran. 

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi 

a. Kerangka Teori 

 Kera lngka l pikir disebut pulal denga ln kaljia ln pustalkal, a ltalu kaljialn teoritis, 

studi pustalka l a ltalu tinjalua ln pustalka l. Tujualn keralngka l pikir a lda llalh untuk 

                                                             
 

13
 Ni Nengah Adiyaryani, “Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap 

Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Program Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010 
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menemukaln teori daln menemukaln metodologi (ukuraln sa lmpel, teknik 

penga lmbilaln sa lmpel, model penelitialn, teknik alna llisis da ltal) ya lng sesua li denga ln 

penelitialn ya lng dilalkuka ln. Kera lngka l teori juga l diperlukaln untuk membalndingka ln 

temualn halsil penelitialn (dalta l) denga ln teori, alta lu halsil penelitialn ya lng tela lh 

dilalkuka ln oleh penelitialn la lin. Oleh kalrena l itu, keralngka l teoritis dilalkuka ln ba lik 

sebelum malupun sesuda lh da ltal dikumpulka ln.
14

 

 Penda llalmaln metodologis palda l da lsa lrnya l merupalka ln sua ltu calral 

mempelaljalri hukum da llalm a lrti ya lng lua ls, a lga lr memperoleh pemalhalma ln ya lng 

lebih balik daln lebih jelals tentalng ba lhaln-ba lha ln yuridis, melallui kegia ltaln 

menga lplikalsika ln teori berkenala ln denga ln kegia ltaln pra lktik hukum ya lng meliputi: 

pembentukaln unda lng-unda lng, pera ldilaln, da ln penyelengga lra laln pemerintalhaln. 

Melallui pengua lsa la ln palda l teori hukum, kital da lpalt mengua lsa li kemalmpualn untuk 

memecalhkaln ma lsa lla lh-ma lsa llalh hukum (mengua lsa li the power of solving of legall 

problem) mencalkup: kema lmpua ln membuktikaln peristiwal-peristiwa l konkret, 

merumuskaln malsa lla lh hukum (legall issues), da ln memecalhkalnnya l, da ln a lkhirnya l 

membualt putusaln (decision malking).
15

 

 La lnda lsa ln teori pa ldal sua ltu penelitialn a ldalla lh merupalkaln da lsa lr-da lsa lr 

operalsiona ll penelitialn. La lnda lsa ln teori da llalm sualtu penelitialn alda llalh bersifalt 

stra ltegis a lrtinya l memberikaln rea llisalsi pelalksa lna la ln penelitialn. Kera lngka l teoritis 

ba lgi sua ltu penelitialn mempunya li keguna la ln seba lga li berikut:  

                                                             
 

14
 Bambang Dwiloka dan Rati Riana, “Teknik Menulis Karya Ilmiah Skipsi, Tesis, dan 

Disertasi”, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 31. 

 
15

 I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, “Teori-Teori Hukum”, Malang: 

Setara Press, 2018, hlm. 10 
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a. Teori tersebut bergunal untuk lebih mempertaljalm a ltalu lebih mengkhususka ln 

fa lktal ya lng henda lk diselidiki altalu diuji kebenalra lnnya l;  

b. Teori salnga lt berguna l da lla lm mengemba lngka ln sistem kla lsifikalsi fa lktal, 

membinal struktur konsep-konsep serta l memperkembalngka ln definisi- 

definisi;  

c. Teori bialsa lnya l merupa lkaln sua ltu ikhtisalr da lri palda l hall-ha ll ya lng diteliti;  

d. Teori memberikaln kemungkinaln pa ldal prediksi falktal mendaltalng, oleh 

ka lrenal telalh diketalhui seba lb-seba lb terjaldinya l fa lktal tersebut daln mungkin 

fa lktor - fa lktor tersebut alka ln timbul lalgi pa lda l malsa l-ma lsa l mendaltalng.  

 Kera lngka l teori umum tentalng hukum dikembalngka ln oleh Kelsen 

meliputi dual a lspek penting, ya litu alspek sta ltis (nomodinalmic) ya lng melihalt hukum 

ya lng menga ltur perbualta ln tertentu.
16

 

 Fungsi da lri teori dallalm penelitialn a ldalla lh untuk menyusun da ln 

mengkla lsifikalsika ln altalu mengelompokaln penemualn-penemua ln dallalm sebualh 

penelitialn, membualt ra lmalla ln alta lu prediksi a ltals da lsa lr penemualn da ln menya ljika ln 

penjelalsa ln ya lng da lla lm hall ini untuk menjalwa lb pertalnya la ln. Alrtinya l teori 

merupalka ln sualtu penjelalsa ln ra lsiona ll ya lng sesua li denga ln objek ya lng ha lrus 

didukung fa lkta l untuk dalpa lt dinya lta lkaln bena lr.  

 Kera lngka l teori ya lng a lka ln diguna lka ln sebalga li a lnallisis da llalm penelitialn ini 

a ldalla lh teori kepalstialn hukum, teori pemida lnala ln, da ln teori penemualn hukum. 

1. Teori Kepalstialn hukum  

                                                             
 

16
 Jimly Asshiddigie, “Teori Hans Kelsen, Teori Hukum”, Jakarta: Sekretaris Jenderal & 

Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 8. 
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 Kepa lstia ln alda llalh perihall kealdala ln ya lng pa lsti, ketentualn a ltalu ketetalpa ln. 

Hukum seca lra l ha lkiki halrus pa lsti daln a ldil. Pa lsti sebalga li pedoma ln kelalkukaln da ln 

a ldil kalrenal pedomaln kelalkua ln itu halrus menunjalng sua ltu talta lnaln ya lng dinilali 

wa ljalr. Ha lnya l ka lrenal bersifalt aldil daln dilalksa lna lkaln denga ln pa lsti hukum dalpa lt 

menjallalnka ln fungsinya l. Kepa lstia ln hukum merupalkaln pertalnya la ln ya lng ha lnya l bisa l 

dijalwa lb secalra l normaltif, bukaln sosiologis.  

 Da llalm penega lka ln hukum terdalpalt tiga l a lspek ya lng merupa lkaln cital-cital 

hukum ya lng ha lrus diwujudkaln, ya lkni kepalstialn hukum, kemalnfala ltaln, daln 

kealdilaln. Ka lrena l proses perwujuda ln cital-cital hukum (kealdilaln, kepalstia ln hukum, 

da ln kemalnfala ltaln) tersebut merupalkaln ha lkikalt dalri penega lkaln hukum. Da llalm 

penega lka ln hukum halrus a lda l titik temu alntalra l ketigal unsur tersebut di altals. Ketiga l 

a lspek tersebut halrus mendalpa ltkaln perha ltialn secalra l seimbalng meskipun da llalm 

kenya lta lalnnya l tida lk selallu mudalh mengupa lya lka ln titik temu secalral proporsiona ll di 

a lntalra l ketigal a lspek tersebut.
17

 

 Menurut Ha lns Kelsen, hukum a lda llalh sebua lh sistem normal. Normal 

a ldalla lh pernya ltala ln ya lng meneka lnka ln a lspek “sehalrusnya l” a lta lu dals sollen, denga ln 

menyerta lka ln beberalpa l peralturaln tentalng a lpal ya lng ha lrus dila lkukaln. Altura ln-a ltura ln 

itu menjaldi baltalsa ln balgi ma lsya lra lka lt malupun penega lk hukum dallalm membebalni 

a ltalu melalkuka ln tindalkaln terhalda lp individu. Alda lnya l a ltura ln itu daln pelalksa lna la ln 

a lturaln tersebut menimbulkaln kepalstialn hukum.
18
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 Andra Fanizha Mendrofa, Jamaluddin, dan Budi Bahreisy, Penguatan Alat Bukti 
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Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Volume 10, Nomor 1, April 2022, hlm 18 
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 Teori ya lng dikembalngka ln oleh Ha lns Kelsen tentu dihalsilkaln dalri alna llisis 

perbalndinga ln sistem hukum positif ya lng berbedal-beda l, membentuk konsep dalsa lr 

ya lng da lpa lt mengga lmba lrka ln sua ltu komunitals hukum. Ma lsa llalh uta lmal (subject 

maltter) dalla lm teori umum alda llalh normal hukum (legall norm), elemen-elemennya l, 

hubunga lnnya l, ta lta l hukum sebalga li sua ltu kesa ltualn, strukturnya l, hubunga ln a lntalra l 

talta l hukum ya lng berbeda l daln alkhirnya l kesaltualn hukum didallalm talta l hukum 

positif ya lng plura ll.   

 Kepa lstia ln hukum seca lral norma ltif alda llalh ketikal sua ltu pera lturaln dibua lt 

da ln diundalngka ln seca lral pa lsti kalrena l menga ltur secalra l jelals da ln logis. Jelals da llalm 

a lrtialn tidalk menimbulkaln keralgu-ra lgua ln (multitalfsir) daln logis. Jelals da llalm alrti ial 

menjaldi sua ltu sistem normal denga ln normal la lin sehingga l tida lk berbenturaln a ltalu 

menimbulkaln konflik norma l. Kepa lstia ln hukum menunjuk kepalda l pemberlalkua ln 

hukum ya lng jelals, tetalp, konsisten daln konsekuen ya lng pela lksa lnala lnnya l tidalk 

da lpalt dipenga lruhi oleh kealda laln-kea lda la ln ya lng sifa ltnya l subjektif. 
19

  

2. Teori Pemidalnalaln  

 Teori-teori pemidalna la ln menjelalska ln da lsa lr pembenalra ln ilmialh 

penjaltuhaln sa lnksi pidalnal termalsuk a ldalnya l pa lnda lnga ln ya lng menentalng 

pemidalnala ln ba lik bersalnda lr pa lda l keberaltaln religius, keberalta ln biologis, da ln sosia ll.  

Teori-teori Pemidalnala ln da lpalt diidentifikalsi da llalm tiga l teori utalmal. 

 Teori Albsolut/Teori Pemba llalsa ln (Vergelding Theorie) intinya l, teori ini 

menjelalska ln ba lhwal sa lnksi pida lnal dijaltuhka ln, semaltal-ma lta l kalrena l si pelalku telalh 
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melalkukaln kejalha ltaln alta lu tindalk pida lnal. Jaldi, halkekalt dalri pemidalnala ln halnya lla lh 

pemballalsa ln, diperkualt alda lgium “hutalng nya lwa l diba lya lr nya lwa l”. 

 Teori Relaltif (Doel Theorien) intinya l, menjelalska ln ba lhwal da lsa lr pidalnal 

itu alla lt untuk menegalkka ln ta ltal tertib (hukum) da llalm malsya lra lka lt. Ka lrena l itu 

pemidalnala ln bukaln seba lga li pemballa lsaln a ltals kesa llalha ln pelalku, tetalpi instrumen 

untuk mencalpali ketentralma ln da ln ketertiba ln malsya lra lka lt. Sa lnksi diteka lnkaln pa lda l 

tujualnnya l, ya lkni untuk mencegalh a lga lr ora lng tidalk melalkuka ln kejalha ltaln, buka ln 

bertujualn untuk pemualsa ln a lbsolut altals kea ldilaln. 

 Teori Ga lbunga ln/Modern (Vereniging Theorien), kritik morall intinya l 

menjelalska ln balhwa l pemidalna la ln mempunya li tujualn jalmalk, ka lrenal 

mengga lbungka ln a lnta lra l prinsip-prinsip “teori relaltif” daln “teori albsolut” sebalga li 

sa ltu kesaltua ln. Ka lrena l itu berkalralkter ga lnda l ya litu menga lndung ka lra lkter 

pemballalsa ln seja luh ditinjalu da lri kritik morall da llalm menga lntisipalsi kejalha ltaln 

seba lga li tindalka ln ya lng sa lla lh. Na lmun bila l dilihalt palda l sisi ide tujua lnnya l kritik 

morall ya lkni untuk perubalha ln ke alra lh perbalika ln perilalku si pelalku/terpidalna l di 

kemudialn halri di tengalh-tenga lh ma lsya lra lka lt.
20

 

3. Teori Penemualn Hukum  

 Penemualn hukum palda l halkeka ltnya l mewujudka ln pengembalnaln hukum 

secalra l ilmialh daln secalra l pralktikall. Penemualn hukum ihwallnya l a ldalla lh berkenala ln 

denga ln ha ll mengkonkretisalsi produk pembentukaln hukum. Penemualn hukum 

a ldalla lh proses kegia ltaln penga lmbilaln keputusaln yuridis konkrit ya lng seca lra l 
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lalngsung menimbulkaln alkiba lt hukum ba lgi sua ltu situalsi individua ll (putusaln-

putusa ln halkim, ketetalpaln, pembualta ln alkte oleh notalris daln seba lga linya l).
21

 

 Interpretalsi peralturaln perundalng-unda lnga ln sebalga li kewaljibaln hukum 

oleh halkim. Pekerjala ln halkim menjaldi falktor altalu kekua ltaln malndiri pembentuk 

hukum dialkui resmi oleh peralturaln perunda lng-unda lnga ln ya lng dimua lt dallalm 

Unda lng-Unda lng Nomor 48 Talhun 2009 Tentalng Kekua lsa la ln Keha lkimaln, ha ll ini 

ditega lska ln dallalm ketentualn Pa lsa ll 10 Alya lt (1) ya lng menya lta lka ln : “Penga ldilaln 

dilalra lng menolalk untuk memeriksal, menga ldili, da ln memutus sua ltu perkalra l ya lng 

dialjuka ln denga ln dallih balhwa l hukum tidalk alda l alta lu kuralng jelals, melalinkaln wa ljib 

untuk memeriksal da ln mengaldilinya l”. 

 Ha lkim wa ljib turut sertal menentukaln malna l ya lng merupa lka ln hukum daln 

malna l ya lng buka ln hukum, a lpa lbilal pera ltura ln perundalng-unda lnga ln tida lk menyebut 

sua ltu perkalra l malka l halkim halrus mengga lli nilali-nilali ya lng hidup dimalsya lra lka lt 

da llalm memeriksal da ln memutus sua ltu perkalra l.
22

 Pa lda l konteks ini kekualsa la ln 

kehalkimaln menega lska ln balhwa l ha lkim Indonesial buka lnlalh corong unda lng-unda lng 

semalta l.
23

 

 Ha ll ini beralrti pembualt undalng-unda lng denga ln senga lja l memberi 

“kesempaltaln” kepalda l ha lkim untuk menyesua lika ln unda lng-unda lng denga ln 

kealda la ln-kea ldala ln alta lu kejaldia ln-kejaldia ln konkrit ya lng a lda l di dallalm kehidupaln 
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malsya lra lka lt, a ltalu ha lkim denga ln senga lja l diberi kesempalta ln menalmbalh unda lng-

unda lng. 

 Berda lsa lrka ln uralialn teori-teori kebijalka ln hukum pidalnal di altals, 

dihalra lpka ln teori-teori tersebut dalpalt digunаkаn sebаgаi pisаu аnаlisis terhаdаp isu 

hukum, terutalmal da llalm penulisaln tesis denga ln judul “Alna llisis Putusa ln Ha lkim 

Terhalda lp Putusaln Lepa ls Da lri Sega lla l Tuntutaln Pa ldal Tindalk Pidalna l Penga lnia lya la ln 

(Studi Putusa ln Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)”. 

 

b. Keralngkal Konsepsi 

 Konsepsi a lda llalh sa llalh sa ltu ba lgia ln ya lng terpenting da lri teori, peralna ln 

konsepsi da llalm penelitialn ini untuk menghubungka ln teori daln observa lsi, a lnta lral 

a lbstralksi da ln kenya lta la ln.Konsep dia lrtikaln seba lga li kalta l ya lng menya ltuka ln a lbstra lksi 

ya lng digenera llisalsika ln dalri hall-ha ll khusus ya lng disebut defenisi opera lsionall.
24

 

 Ma lka l dalla lm penelitialn ini disusun beberalpa l defenisi operalsiona ll dalri 

konsep-konsep ya lng a lka ln diguna lka ln alga lr tidalk terjaldi perbedalaln pengertialn 

a lntalra l sa ltu dengaln ya lng la linnya l ya lkni seba lga li berikut: 

a. Putusa ln Ha lkim a ldalla lh pernyata la ln ha lkim ya lng diuca lpkaln da lla lm sidalng 

penga ldilaln terbukal, ya lng da lpa lt berupa l pemidalnala ln a ltalu bebals a lta lu lepals 

da lri sega llal tuntutaln hukum dalla lm hall serta l menurut calra l ya lng dia ltur da llalm 

unda lng-unda lng, Setia lp putusa ln penga ldilaln tertualng da lla lm bentuk tertulis, 

ya lng ha lrus ditalnda ltalnga lni oleh halkim ketual sidalng da ln ha lkim-ha lkim 
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a lnggota l ya lng ikut serta l memeriksal daln memutuskaln perkalra l sertal palniteral 

pengga lnti ya lng ikut bersida lng.
25

 

b. Putusa ln Lepa ls a lda llalh perbualta ln ya lng dida lkwa l kepaldal terdalkwa l di sidalng 

penga ldilaln negeri terbukti tetalpi perbualtaln tersebut tidalk merupalka ln ralna lh 

pidalna l.
26

 

c. Tuntutaln Pidalna l a ldallalh sura lt ya lng memualt pembuktialn sura lt dalkwa la ln 

berdalsa lrka ln alla lt-a llalt bukti ya lng memua lt pembuktialn sura lt dalkwa la ln 

berdalsa lrka ln a llalt-a lla lt bukti ya lng terungka lp di persidalnga ln da ln kesimpulaln 

penuntut umum tetalng kesa lla lha ln terda lkwa l disertali denga ln tuntutaln 

pidalna l.
27

 

d. Penga lnia lya la ln a ldalla lh sua ltu perbualtaln ya lng senga lja l sehingga l menyeba lbkaln 

peralsa la ln tidalk ena lk (penderitalaln), ra lsa l sa lkit, a ltalu luka l terhalda lp 

seseora lng.
28

 

 

F. Metode Penelitialn 

1. Jenis Penelitialn, Pendekaltaln Daln Sifalt Penelitialn 

a. Jenis Penelitialn 

 Penulisaln ya lng diguna lka ln da llalm penulisaln tesis ini ya litu penelitialn 

yuridis-normaltif, penelitialn hukum ya lng berfokus palda l kalida lh-ka lida lh altalu a lsa ls-

a lsa ls dallalm alrti hukum dikonsepkaln sebalga li normal alta lu kalidalh ya lng bersumber 
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da lri peralturaln perunda lng-unda lnga ln, putusa ln penga ldila ln, malupun doktrin da lri 

pa lral pa lka lr hukum terkemukal.
29

 

 Talha lp penelitialn Yuridis Norma ltif dilalkuka ln melallui studi kepustalkala ln  

(penelalalha ln terhaldalp literaltur). Na lmun sepa lnjalng diperlukaln, da lpa lt dilalkuka ln 

interview untuk melengka lpi studi kepusta lkala ln. Penelitialn ini juga l bisal disebut 

seba lga li penelitialn doktrinall. Pa lda l penelitia ln ini hukum dikonsepsikaln seba lga li a lpa l 

ya lng tertulis dalla lm peraltura ln perunda lng-unda lnga ln a lta lu hukum ya lng 

dikonsepsikaln seba lga li kalidalh a ltalu normal ya lng merupalka ln paltokaln berprilalku 

malsya lra lka lt.
30

 

b. Pendekalta ln Penelitialn 

 Pendekalta ln dallalm penelitialn hukum ini denga ln penelitialn kuallitaltif dalla lm 

penelitialn terdalpalt beberalpa l pendekalta ln denga ln pendekaltaln tersebut alka ln 

mendalpa ltkaln informalsi dalri berbalga li a lspek mengenali isu ya lng seda lng diteliti daln 

dicalri jalwa lba lnnya l, a lda lpun pendekaltaln ya lng domina ln diguna lka ln a lda llalh penulisaln 

da llalm hukum alntalra l lalin denga ln pendekalta ln perundalng-unda lnga ln. 

 Pendekalta ln perundalng-unda lnga ln dilalkuka ln dengaln calra l menelalalh semual 

unda lng-unda lng da ln regula lsi ya lng berhubunga ln denga ln isu hukum ya lng seda lng 

diteliti daln dicalri jalwa lba lnnya l. Kemudialn pendekaltaln konseptuall ya lng bera lnjalk 

da lri palnda lnga ln-pa lnda lnga ln ya lng dila lkuka ln doktrin ya lng berkemba lng da lla lm ilmu 

hukum denga ln mempelaljalri pa lndalnga ln da ln doktrin-doktrin di da llalm ilmu hukum, 

peneliti alkaln menemukaln ide-ide ya lng melalhirkaln pengertialn hukum, konsep 
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hukum, daln alsa ls-a lsa ls hukum releva ln denga ln isu ya lng diha lda lpi. Pemalhalmaln a lkaln 

pa lndalnga ln da ln turuna ln tersebut merupa lkaln sa lnda lra ln ba lgi peneliti dalla lm 

membalngun a lrgumenta lsi hukum dallalm memecalhka ln isu ya lng seda lng diteliti. 

c. Sifa lt Penelitialn  

 Sifa lt penelitialn ini alda llalh penelitialn deskriptif alnallitis, penelitialn hukum 

deskriptif alda llalh penelitialn ya lng diguna lka ln untuk memberikaln ga lmba lraln a ltalu 

merumuskaln ma lsa llalh sesua li denga ln kenya lta la ln a ltalu fa lktal ya lng a lda l. Alda lpun 

bentuk dalri penelitialn ini alda llalh bentuk perspektif ya lng bertujualn untuk 

merevisikaln tentalng sua ltu ha ll paldal tempa lt daln sala lt tertentu denga ln menuturkaln 

da ln menalfsirkaln ka ltal a ltalu pemecalha ln malsa llalh. 

2. Sumber Balhaln Hukum 

Da llalm penulisaln ini balha ln hukum dalla lm penelitialn hukum normaltif ya lng 

diguna lka ln a ldallalh seba lga li berikut: 

a. Ba lha ln Hukum Primer 

Sumber Hukum Primer alda llalh semual altura ln hukum ya lng dibentuk daln 

dibualt secalra l resmi oleh sualtu lembalga l nega lra l demi ketertibaln malsya lra lka lt, ba lhaln 

hukum ya lng diguna lka ln a ldalla lh: Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum Pida lna l (KUHP), 

Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum Alca lra l Pida lnal (KUHAlP), Unda lng-Unda lng Nomor 

48 Ta lhun 2009 tentalng Kekua lsa la ln Keha lkimaln, Unda lng-Unda lng Nomor 11 Ta lhun 

2012 Tentalng Sistem Peraldilaln Pidalna l Alna lk, Undalng-Unda lng Nomor 11 Ta lhun 

2006 Tentalng Pemerintalh Alceh, Unda lng-Unda lng Nomor 11 Ta lhun 2021 Tentalng 

Peruba lhaln Alta ls Unda lng-Unda lng Nomor 16 Talhun 2014 Tentalng Keja lksa la ln 

Republik Indonesial, Sura lt Edalraln Ma lhka lmalh Algung Nomor 2 Ta lhun 2019 
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tentalng Pemberlalkua ln Rumusaln Ha lsil Ra lpalt Pleno Ka lma lr Malhka lmalh Algung 

Talhun 2019 Seba lga li Pedomaln Pela lksa lnal Tuga ls Ba lgi Pera ldila ln, Peralturaln 

Pemerintalh Nomor 92 Ta lhun 2015 Tentalng Peruba lha ln Kedua l Alta ls Pera ltura ln 

Pemerintalh Nomor 27 Talhun 1983 Tenta lng Pela lksa lnala ln Kita lb Unda lng-Unda lng 

Hukum Alca lra l Pida lna l, Qa lnun Alceh Nomor 9 Talhun 2008 Tentalng Pembina laln 

Kehidupa ln Alda lt da ln Alda lt Istia lda lt, Peraltura ln Kepa llal Kepolisia ln Nomor 6 Talhun 

2019 Tentalng Penyidika ln Tinda lk Pida lnal, Sura lt Edalra ln Ka lpolri Nomor 

SE/8/VII/2018 Tentalng Penera lpaln Kea ldilaln Restoraltif Da llalm Penyelesa lialn 

Perka lral Pidalna l, Peralturaln Jalksa l Algung Nomor 15 Talhun 2020 Tentalng 

Penghentia ln Penuntutaln Berda lsa lrka ln Kealdilaln Restora ltif daln Putusa ln Nomor 

63/Pid.B/2021/Pn Skm. 

b. Ba lha ln Hukum Sekunder 

 Ba lha ln hukum sekunder a lda llalh ba lha ln ya lng memberi penjela lsa ln terha ldalp 

ba lhaln hukum primer, seperti buku-buku, jurna ll, daln seba lga linya l. Da lla lm penelitialn 

ini balha ln hukum sekunder ya lng diguna lka ln meliputi buku-buku ya lng meliputi 

literalture ba lcalaln ya lng menjelalska ln tentalng putusa ln lepals oleh ha lkim, da ln literaltur 

lalin seperti jurnall ilmialh. 

c. Ba lha ln Hukum Tersier 

 Ba lha ln hukum tersier alda llalh ba lha ln hukum ya lng memberikaln petunjuk 

malupun penjelalsa ln terhaldalp ba lhaln hukum primeir daln sekunder. Ba lha ln hukum 

tersier meliputi ka lmus hukum, situs internet ya lng berka litaln denga ln ba lha ln ya lng 

menjelalska ln tentalng putusa ln lepals oleh halkim. 

3. Teknik Pengumpulaln Ba lhaln Hukum  
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 Penelitialn ini dilalkukaln denga ln mengguna lkaln a llalt pengumpulaln daltal 

ya litu: studi kepusta lka la ln, a ltalu studi dokumen (documentalry study) untuk 

mengumpulkaln da ltal sekunder ya lng terkalit denga ln permalsa llalhaln ya lng dia ljuka ln, 

denga ln calra l mempelalja lri buku-buku, jurna ll hukum, halsil-ha lsil penelitialn da ln 

dokumen-dokumen peralturaln perundalng-unda lnga ln. Ba lha ln hukum sekunder 

terdiri dalri buku-buku, jurna ll hukum, teori-teori hukum, pendalpalt pa lral a lhli daln 

ha lsil-ha lsil penelitialn hukum. Sedalngka ln balha ln hukum tersier, Ka lmus Umum 

Ba lha lsa l Indonesia l, ka lmus hukum da ln ensiklopedial hukum ma lupun Ensiklopedial 

Hukum Indonesia l. 

4. Alnallisis Ba lhaln Hukum  

Alna llisis da lta l merupalka ln penelalalha ln da ln ura lialn da ltal, sehingga l da lta l 

tersebut dalpa lt bermalkna l dallalm mennyelesa likaln malsa llalh. La llu da ltal sekunder ya lng 

didalpa ltkaln disusun secalra l sistemaltis untuk selalnjutnya l dia lnallisis secalra l kuallitaltif 

denga ln ma lksud memberikaln ga lmba lraln-ga lmbalra ln denga ln ka ltal-ka lta l a lta ls temualn-

temualn.
31

 Ba lha ln hukum ya lng diperoleh sela lnjutnya l dila lkuka ln pembalha lsa ln, 

pemeriksalaln da ln dikelompokkaln ke da lla lm balgia ln-ba lgia ln tertentu untuk diolalh 

menjaldi daltal informalsi. Ha lsil a lnallisis ba lha ln hukum kemudialn diinterpretalsika ln 

denga ln mengguna lka ln metode interpretalsi, gra lma ltikall, sistemaltis, daln teleologis.
32
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 H.Salaim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitan 

Tesis dan Disertasi”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 19. 
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tematissistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Ind. 

Hill.Co, Jakarta, 1997, hlm. 17-18. 
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Pemilihaln interpretalsi sistemaltis bertujua ln untuk menentukaln struktur 

hukum dallalm penelitialn ini. interpretalsi gra lmaltikall, ya litu metode penalfsiraln 

hukum palda l malkna l teks ya lng di da llalm ka lidalh hukum dinya lta lka ln. Pena lfsiraln 

denga ln ca lral demikialn bertitik tolalk pa lda l malkna l menurut pemalka lialn ba lha lsal 

seha lri-ha lri altalu malkna teknis-yuridis ya lng la lzim altalu dialngga lp suda lh ba lku.
33

 

Selalnjutnya l, interpretalsi sistemaltis, ya litu menalfsirkaln denga ln memperhaltikaln 

na lska lh-na lska lh hukum lalin. Jikal ditalfsirka ln aldalla lh palsa ll-pa lsa ll sua ltu undalng-

unda lng, ketentualn ya lng sa lmal a lpa llalgi sa ltu a lsa ls da llalm pera lturaln lalinnya l juga l ha lrus 

dijaldikaln a lcua ln. Pena lfsiraln ini mencalri ketentualn-ketentualn ya lng a lda l dida llalmnya l 

sa lling berhubunga ln sekalligus a lpa lkalh hubunga ln tersebut menentukaln malknal 

selalnjutnya l. Alka ln tetalpi, dallalm hubunga ln taltalna ln hukum ya lng tida lk terkodifikalsi, 

merujuk palda l sistem dimungkinkaln sepalnja lng ka lra lkter sistemaltis dalpalt 

dialsumsika ln (dialnda likaln).  

Tekalna ln talfsira ln palda l falkta l balhwa l kalidalh hukum terkalndung tujua ln altalu 

a lsa ls sebalga li lalnda lsa ln daln balhwa l tujua ln altalu alsa ls tersebut memenga lruhi 

interpretalsi. Da lla lm penalfsira ln demikialn juga l diperhitungka ln konteks kenya lta la ln 

kemalsya lra lka ltaln ya lng a lktuall.
34

 Menurut Hoft, pena lfsiraln teleologis memiliki 

fokus perhaltialn ba lhwa l falkta l palda l normal hukum menga lndung tujualn untuk 

melindungi kepentinga ln tertentu sehingga l ketikal ketentualn tersebut diteralpkaln 

malksud tersebut halrus dipenuhi. 
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Pena lfsiraln di a ltals sela lnjutnya l memperhitungka ln konteks kemalsya lra lka lta ln 

a lktuall daln ditualngka ln da lla lm bentuk uralialn logis da ln sistemaltis guna l memperoleh 

kejelalsa ln penyelesalia ln, lallu ditalrik kesimpulaln guna l menjalwalb permalsa llalh 

penelitialn secalral deduktif ya litu dalri ha ll ya lng bersifa lt umum menunju ya lng ha ll 

bersifalt khusus.
35

 Alna llisis ini diguna lkaln untuk memperoleh pemalhalma ln secalral 

utuh daln mendalla lm mengenali pokok persoa llaln ya lng a lda l. 

Da ltal ya lng telalh diperoleh dalri halsil penelitialn ini kemudialn dilalnjutkaln 

denga ln a lnallisis da ltal secalra l kuallitaltif ya litu menga lnallisis dalta l berdalsa lrkaln 

kua llitalsnya l la llu di deskripsikaln denga ln mengguna lka ln ka ltal-ka lta l sehingga l 

diperoleh balhalsa ln da lla lm bentuk kallimalt sistemaltis da ln da lpa lt dimengerti, 

kemudialn ditalrik kesimpulaln.
36

 

 

G. Sistemaltikal Penulisaln 

Alga lr penulisa ln tesis ini lebih teralra lh, diperlukaln sistemaltikal ya lng jelals 

da ln dalpa lt dijaldikaln pedomaln da llalm mela lkukaln pembalha lsa ln. Berka litaln denga ln 

itu sistemaltikal penulisaln tesis na lntinya l a lda llalh seba lga li berikut : 

1. Ba lb I penda lhulua ln, ba lb ini menga lwa lli seluruh ralngka lia ln pembalha lsa ln ya lng 

terdiri dalri laltalr bela lkalng ma lsa llalh, rumusan ma lsa llalh, tujualn da ln kegunaan 

penelitialn, kealslia ln penelitialn, keralngka l teori daln keralngka l konsepsi, metode 

penelitialn daln sistemaltikal penulisaln. 
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2. Ba lb II merupa lkaln mengena li tinjalua ln umum ya lng berka litaln denga ln ma lteri 

pembalha lsa ln, dallalm balb ini terdiri dalri 3 (tiga l) sub balb ya litu (al) tinjalualn 

umum tentalng Sistem Peraldilaln Pida lna l di Indonesial ya lng meliputi: 

pengertialn sistem peraldilaln pidalna l, tujualn sistem peraldilaln pidalnal, subsistem 

da lri sistem peraldilaln pida lnal. (b) tinjalua ln umum tentalng Sistem Penegakan 

Hukum di Indonesia ya lng meliputi: kebijakan penegakan hukum, faktor 

perundang-undangan, faktor penegakan hukum dan faktor budaya hukum 

masyarakat. (c).tinjalualn umum tentalng Pengaturan Penghapusan Pidana 

berupa Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam KUHAP dan 

KUHP. 

3. Ba lb III merupa lka ln pembalha lsa ln inti terdiri dalri 3 (tiga l) sub balb ya lng 

meliputi: (a) Paradigma Kekuasaan Kehakiman, (b) Macam-macam Putusan 

Hakim dalam Perkara Pidana yang meliputi Putusan Akhir dan Putusan yang 

bukan Putusan Akhir. (c) Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusaln 

Lepa ls da lri sega lla l tuntutaln hukum dallalm Putusa ln Penga ldilaln Negeri Suka l 

Ma lkmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, yang meliputi: Kasus Posisi dan 

Analisis Kasus/Perkara. 

4. Ba lb VI merupa lka ln penutup ya lng terdiri dalri 2 (dual) sub ba lb, ya litu 

kesimpulaln dalri ba lb pembalhalsa ln da ln sa lra ln terkalit permalsa llalha ln ya lng 

dikemukalkaln berdalsa lrka ln ha lsil penelitialn. 


